SALINAN

WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 54
TAHUN 2012 TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
DOKTER MOHAMAD SOEWANDHIE KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf r

Mengingat

11,

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit telah
ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2012
tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Dokter
Mohamad Soewandhie Kota Surabaya sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 100 Tahun 2016;

. bahwa dalam rangka optimalisasi peran Pemerintah Daerah dalam

melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan
Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Dokter Mohamad
Soewandhie, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun
2012 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Dokter
Mohamad Soewandhie Kota Surabaya sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 100 Tahun 2016,
sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 54
Tahun 2012 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah
Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa
Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965
(Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4431);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Nomor
5063);
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11.
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Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5072);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan
kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58
Tambahan Lembaran Negara 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
(Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit
Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 295 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5777);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Tahun 2014 Nomor 199);

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang
Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan
Minimal,

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/11/2008 tentang
Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
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Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 371/Menkes/SK/IV/2009 tentang
Peningkatan Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad
Soewandhie Milik Pemerintah Kota Surabaya Menjadi Rumah Sakit
Kelas B;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/ PER/IV/2011
tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan
Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 360);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015
Nomor 2036);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2016 tentang Dewan
Pengawas Badan Layanan Umum (Berita Negara Tahun 2016 Nomor
913);

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota
Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota
Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota
Surabaya Nomor 4).

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016
Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7);

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan
Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2009 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah
Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 65);

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2012 tentang
Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad
Soewandhie Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun
2012 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Walikota Surabaya Nomor 100 Tahun 2016 (Berita Daerah Kota
Surabaya Tahun 2016 Nomor 104);

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 24 Tahun 2015 Pedoman
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Rumah Sakit Umum
Daerah Kota Surabaya Yang Menerapkan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) (Berita Daerah
Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 24).



Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 54 TAHUN 2012
TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH DOKTER MOHAMAD SOEWANDHIE KOTA SURABAYA.

Pasal |

Diantara ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Walikota Surabaya
Nomor 54 Tahun 2012 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum
Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya (Berita Daerah
Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 55) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 100 Tahun 2016 (Berita
Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 104), disisipkan 1 (satu)
pasal, yaitu Pasal 8A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8A
Pemerintah Kota Surabaya bertanggungjawab dan berwenang untuk :

a. menyediakan modal serta dana operasional dan sumber daya lain
yang diperlukan unuk menjalankan Rumah Sakit dalam memenuhi
visi dan misi serta rencana strategis Rumah Sakit;

b. menunjuk atau menetapkan direksi Rumah Sakit dan melakukan
evaluasi tahunan terhadap kinerja masing-masing individu direksi
dengan menggunakan proses dan kriteria yang sudah baku;

c. menunjuk atau menetapkan representatif pemilik, tanggung jawab
dan wewenang dan melakukan penelitian kinerja representatif
pemilik secara berkala minimal setahun sekali;

d. menetapkan struktur organisasi Rumah Sakit;

e. menetapkan regulasi pengelolaan keuangan rumah sakit dan
pengelolaan sumber daya manusia Rumah Sakit;

f.  memberikan arahan kebijakan Rumah Sakit;

g. menetapkan visi dan misi Rumah Sakit dan memastikan bahwa
masyarakat mengetahui visi dan misi rumah sakit serta mereview
secara berkala misi Rumah Sakit;

h. menilai dan menyetujui rencana anggaran;
I. menyetujui rencana strategis Rumah Sakit;
J.  mengawasi dan membina pelaksanaan rencana strategis;

k. menyetujui diselenggarakan pendidikan profesiomal kesehatan dan
dalam penelitian serta mengawasi kualitas program tersebut;

l.  menyetujui program peningkatan mutu dan keselamatan pasien serta
menindaklanjuti laporan peningkatan mutu dan keselamatan yang
diterima;

m. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
n. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;

0. mengawasi kepatuhan penerapan etika rumah sakit, etika profesi
dan peraturan perundang-undangan.



Pasal Il
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 2 Januari 2019

WALIKOTA SURABAYA,
ttd.

TRI RISMAHARINI
Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 2 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,
ttd.

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2019 NOMOR 3




